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A. Transliterasi Arab-Latin 
 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidakdilambangkan ا
 Ba b Be ب
 Ta t Te ت
 (Sa s es (dengan titik diatas ث
 Jim j Je ج
 Ha h ha (dengan titk di ح
bawah) 
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 Zal z zet (dengan titik di ذ
atas) 
 Ra r Er ر
 Zai z Zet ز
 Sin s Es س




 Sad s es (dengan titik di ص
bawah) 
 Dad d de (dengan titik ض
di bawah) 
 Ta t te (dengan titik di ط
bawah) 
 Za z zet (dengan titk di ظ
bawah) 
 ain „ apostrop terbalik„ ع
 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostop ء
 Ya Y Ye ي
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 






Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama HurufLatin Nama 
 Fathah A A ـ 
 Kasrah I I ـ 
 Dammah U U ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ي















Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

















  ..ا|ي ...





a dan garis di 
atas 
  ي




i dan garis di atas 
   و




u dan garis di atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang hidup atau 
mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta‟marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atau  tasydid   yang   dalam  system  tulisan  Arab  dilambangkan 
dengan  sebuah  tanda  tasydid  (  ّ ),  dalam  transliterasinya  ini  dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf )ی) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 





6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) (alif 
lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung mengaitkannya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatas 
(-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al- Qur‟an), 
sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah ( الله ) 
Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 






Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah 
ditranslitersi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.          : subhānahūwata, ālā 
saw. : sallallāhu „alaihiwasallam 
a.s. : „alaihi al-salām 





M : Masehi 
SM : Sebelum Masehi 
l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. : Wafat tahun 
Qs : Quran Surah 
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Kota Makassar) 
    
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan dana zakat 
terhadap program santunan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil 
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. 
Pokok masalah tersebut kemudian diuraikan dalam beberapa sub masalah 
yaitu, 1) Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan 
kesehatan masyarakat di Kota Makassar? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam 
terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS untuk program santunan kesehatan 
masyarakat? 
Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian 
Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti 
turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: yuridis, empiris dan syariat. Selanjutnya metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu 
pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BAZNAS kota Makassar 
dalam pengelolaan dana zakat untuk santunan kesehatan masyarakat dilakukan 
dengan beberapa tahap, pertama-tama dilakukan perencanaan dengan membuat 
RKAT kemudian dilakukan pengumpulan, setelah dana zakat terkumpul dalam 
setahun kemudian dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan 
langkah terakhir yakni evaluasi terhadap kinerja BAZNAS selama setahun.  
Implikasi dari penelitian ini, 1) penulis mengharapkan BAZNAS Kota 
Makassar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat agar 
tujuan dari zakat untuk mensejahterakan ummat dapat tercapai dan, 2) BAZNAS 
Kota Makassar lebih meningkatkan pendataan daerah serta lokasi-lokasi dikota 
makassar agar penyaluran bantuan dan pelayanan kesehatan masyarakat kota 
Makassar dapat dilakukan secara merata. 







A.  Latar Belakang Masalah 
Islam sebagai agama rahmatan lil a‟lamin yang berpedoman pada al-Qur‟an dan 
al-Sunnah tentunya sangat menjunjung tinggi hak-hak yang berkaitan dengan 
kemanusiaan. Tolong-menolong menjadi sebuah prinsip yang perlu diterapkan oleh 
pemeluk agama Islam dalam berkehidupan agar tujuan Islam sebagai rahmatan lil 
a‟lamin dapat terealisasi dan tercapai dikehidupan kaum Muslimin itu sendiri. 
Zaman modern saat ini, mulai terlihat perkembangan dan kebangkitan ummat 
Islam diberbagai lini kehidupan, tidak terkecuali zakat yang perkembangannya mulai 
nampak. Karena pada dasarnya pemahaman zakat yang baik dapat menyadarkan 
ummat Islam akan pentingnya tolong-menolong dalam kehidupan, serta pengeloaan 
zakat dengan baik dapat mensejahterkan kehidupan masyarakat sehingga harapan 
baru akan kehidupan yang makmur dan sejahtera dapat tercipta dikehidupan hari ini 
dan hari esok. 
Zakat merupakan sebuah potensi dalam meningkatkan kesejahteraan dalam 
kehidupan bagi ummat Islam apabila pengelolaannya, baik pengumpulan dan 
pendayahgunaannya dilakukan dengan baik dan tepat sehingga dapat memberikan 
andil yang sangat berpengaruh bagi kesejahteraan ummat. Sebab zakat merupakan 
sumber dana yang sangat penting. Karena pentingnya peranan dan fungsi zakat sudah 





Qur‟an yang menyebutkan beberapa kali perintah tentang zakat bersanding dengan 
perintah shalat. 
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sesudah sholat yang menjadikan 
perintah menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sama halnya 
perintah menunaikan sholat. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada 
Allah swt. sekaligus sebagai rasa kepedulian kepada sesamanya. Ketika zakat dapat 
ditunaikan dengan baik maka dapat mendatangkan kemanfaatan bagi diri sendiri 
terutama dalam membersihkan jiwa dan meningkatkan kualitas keimanan serta 
memberikan keberkahan terhadap harta dan juga mendatangkan kemanfaatan bagi 
yang berhak menerimanya dalam keberlangsungan kehidupan. Allah swt. berfirman 
dalam QS al-Taubah/9:103 
 
                                
              
 
Terjemahnya: 
“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan 
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 




Berdasarkan ayat tersebut, zakat wajib dikeluarkan dari yang berkewajiban 
untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak 
menerimanya (mustahik). Bahkan pada zaman khalifah Abu bakar al-Shiddiq, orang 
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yang telah memenuhi persyaratan untuk menegeluarkan zakat dan enggan untuk 
berzakat dinyatakan telah murtad.  
Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat berarti ia telah mengkhianati 
keislaman dan keimanannya. Apalagi zakat selain berdimensi ibadah mahdhah, juga 
memiliki dimensi sosial karena zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat 
qadha‟iy, yaitu ibadah yang jika tidak dilaksanakan akan ada hak orang lain yang 
terambil yaitu hak mustahik. Oleh karena itu, ancaman dan hukuman bagi orang yang 
tidak mengeluarkan zakat akan sangat berat baik di dunia maupun di akhirat kelak.
2
 
Tujuan dari diwajibkan zakat bagi mustahik ini tentu tidak terlepas dari tujuan 
diwajibkannya zakat itu sendiri yakni menolong dan terbinanya fakir miskin agar 
mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga kebutuhan hidup 
yang layak bagi masyarakat terutama fakir miskin dapat terpenuhi sehingga terhindar 
dari sifat kufur. 
Berdasarkan ruang lingkup kemanusiaan, secara emplisit zakat memiliki 
hikmah dan peran yang cukup mempengaruhi perekonomian kehidupan manusia dan 
juga menjadi kekuatan terhadap kepekaan sosial antar ummat Islam disuatu wilayah. 
Hikmah lain dari zakat ialah menghilangkan kesenjangan sosial yang muncul akibat 
perbedaan status sosial ditengah-tengah masyarakat dan juga dapat menghilangkan 
sifat iri dan hasad antar sesama.  
Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan merupakan suatu hal yang 
penting yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Dalam pandangan masyarakat 
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umum, pengetahuan tentang tujuan dari zakat itu sendiri hanyalah menanggulangi 
kemiskinan dan membantu kebutuhan para fakir miskin tanpa mengetahui 
gambarannya secara gamblang dan utuh. Namun perlu juga kiranya diketahui dan 
digaris bawahi, bahwa peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan 




Allah swt. berfirman dalam QS at-Taubah/9:60  
 
                       
                        
          
 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuyk norang-orang fakir, orang miskin, 
amil nzakat, yang dilunakkan hatinya (Muallaf), untuk memerdekakan hamba 
sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan 
Allah maha mengetahui, maha bijaksana.” 
4
 
Berdasarkan penjelasan tersebut terkait salah satu tujan zakat dalam mengatasi 
permasalahan-permasalahan kemasyarakatan, tentunya pengelolaan yang baik 
terhadap dana zakat sangat berperan penting agar tercapainya hal tersebut. Dalam 
ajaran Islam, pengelolaan dana zakat seharusnya dilakukan oleh negara atau lembaga 
yang diberi mandat dan legalitas langsung oleh negara. Pengelolaan yang diatur oleh 
negara akan lebih efektif mengatasi permasalahan masyarakat dan membangun 
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kesejahteraan ummat Islam yang menjadi tujuan zakat. Tentunya untuk mendukung 
itu semua diperlukan adanya payung hukum yang jelas dalam memperkuat institusi 
pengelolaan dana zakat dalam sistem zakat nasional. Kebijakan tersebut telah 
tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan 
meningkatkan manfaat zakat untuk nmewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga yang 
mengatur itu semua. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 
2011 tentang pengelolaan dana zakat telah dijelaskan bahwa pemerintah wajib 
membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki fungsi sebagai 
perencana, pelaksana dan pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan 
zakat itu sendiri. 
Selaku lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Makassar memiliki legalitas 
untuk membuat program dalam pendayagunaan dana zakat terkhusus menjalankan 
salah satu programnya yakni Makassar Sehat yaitu memberikan bantuan kepada 
Mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan. Karena memperoleh bantuan dan 
layanan kesehatan yang baik adalah hak semua orang tidak terkecuali untuk 
masyarakat kurang mampu. Banyak masyarakat khususnya masyarakat Kota 
Makassar yang berekonomi lemah kurang mendapatkan bantuan dan pelayanan 





Terkait dengan hal tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu ingin meneliti lebih 
jauh peran serta strategi  BAZNAS dikota Makassar dalam pengelolaan zakat untuk 
bantuan kesehatan bagi Mustahik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada 
penelitian ini  penulis ingin membahas “STRATEGI PENGELOLAAN DANA 
ZAKAT TERHADAP PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN 
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MELALUI 
BAZNAS KOTA MAKASSAR”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa 
masalah pokok skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS 
terhadap program santunan kesehatan masyarakat dalam perspektif hukum Islam di 
kota Makassar? Untuk memecahkan masalah pokok tersebut maka diurai dalam dua 
sub masalah, yaitu: 
1. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat terhadap program santunan 
kesehatan masyarakat di kota Makassar? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengelolaan zakat oleh 
BAZNAS untuk program santunan kesehatan masyarakat? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian   
a. Zakat 
b. Santunan Kesehatan Masyarakat 






2. Deskripsi Fokus  
 Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai skirpsi ini maka 
diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: 
a. Zakat telah di definisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang 
sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang 
dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan 
kepada yang berhak menerimanya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan 
pengertian yang disepakati oleh empat Madzhab Maliki, Syafi‟i, Hanafi dan 
Hambali serta Yusuf Qardhawy bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian 
tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. 
5
 
b. Santunan Kesehatan Masyarakat merupakan suatu keadaan yang 
menggambarkan derajat/ tinggi rendahnya tingkat kesehatan himpunan orang 
dalam satu keluarga/komunitas/masyarakat, yang dapat diukur melalaui 
indikator-indikator derajat kesehatan masyarakat, serta dipengaruhi oleh faktor- 
faktor atau determinan tertentu. Belum menggambarkan model pengaruh faktor-
faktor kesehatan terhadap keadaan/derajat kesehatan masyarakat.6 
c. Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah–perintah 
Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya 
yang bersumber dari wahyu Allah Swt. (al-Qur‟an), hadist Rasulullah, Ijma‟ para 
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ulama dan Qiyas. Hukum Islam itu sendiri merupakan representasi pemikiran 
Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.7 
 
D.  Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Dari beberapa penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan, 
tidak ditemukan penelitian secara spesifik sama dengan penlitian ini. Namun 
ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan 
penelitian ini, sebagai berikut: 
Munif Solikhan dengan judul “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk 
Pemberdayaan Masyarakat Indonesia” tahun 2020. Jurnal ini menguraikan tentang 
perkembangan serta manajemen pengelolaan dana Zakat untuk pemberdayaan 
Masyarakat Indonesia dalam hal pelayanan kesehatan. Perbedaan hasil penelitian 
tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu hasil penelitian tersebut 
mengkaji terkait perkembangan manajemen pengelolaan dana zakat untuk 
pemberdayaan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, sedangkan penelitian yang 
akan dilakukan berfokus pada strategi pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS untuk 
bantuan kesehatan masyarakat. 
Iskandar Zulkarnain dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat 
Bagi Pelayanan Kesehatan Mustahik Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS 
Yogyakarta” tahun 2018. Skripsi ini mengkaji tentang pengelolaan dana zakat di 
rumah sehat BAZNAS Yogyakrta bagi pelayanan kesehatan mustahik. Perbedaan 
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penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu hasil penelitian 
tersebut mengkaji terkait pengelolaan dan penggunaan biaya operasional dana zakat 
dirumah sehat BAZNAS. Sedangkan penelitian yang akan kami lakukan yakni 
mengkaji tentang perpektif hukum Islam serta strategi dalam pengelolaan dana zakat 
terhadap program bantuan dan santunan kesehatan masyarakat. 
Fitria Afifah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Distribusi Zakat Melalui Program Santunan Kesehatan Masyarakat Studi Pada 
LAZISMU Pringsewu” tahun 2020. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana tinjauan 
hukum Islam tentang distribusi zakat melalui program santunan kesehatan masyarakat 
di LAZISMU Pringsewu. Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang 
akan kami lakukan yaitu hasil penelitian tersebut hanya berfokus tentang 
pendistribusian dan penyaluran dana zakat untuk santunan kesehatan masyarakat. 
Sedangkan fokus penelitian kami yaitu tentang pengelolaan dana zakat mulai dari 
penghimpunan hingga penyalurannya untuk bantuan pelayanan kesehatan 
masyarakat. 
Nadya Nabila dengan judul “Pemanfaatan Dana Zakat pada Pelayanan 
Kesehatan Dhuafa di LAZ Ibadurrahman Duri” tahun 2020. Skripsi ini menguraikan 
tentang tata kelola pemanfaatan dana zakat untuk pelayanan kesehatan kaum dhuafa. 
Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang akan kami lakukan yaitu 
hasil penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan dana zakat yang bersifat 
konsumtif untuk pelayanan kesehatan kaum dhuafa. Sedangkan penelitian yang akan 
kami lakukan itu berfokus pada strategi BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat 





Dr. Mardani dengan judul “Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf 
(Konsep Islam dalam Mengentaskan dan Mensejahterakan Umat)” tahun 2016. Buku 
ini menguraikan tentang zakat secara umum serta konsep hukum Islam dalam 
mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat melalui zakat. Perbedaan 
penelitian tersebut dengan penelitian yang akan kami lakukan yaitu hasil penelitian 
tersebut membahas secara umum tentang konsep Islam mengenai zakat dalam 
mensejahterakan umat melalui peran lembaga-lembaga pengelola dana zakat. 
Sedangkan penelitian kami berfokus secara khusus tentang fungsi dari BAZNAS 
dalam mengelola dana zakat untuk program santunan kesehatan masyarakat. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian permasalahan dari skripsi ini yaitu: 
a. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengelolaan BAZNAS 
terhadap program santunan kesehatan masyarakat dalam perspektif 
hukum Islam. 
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap strategi BAZNAS 
dalam pengelolaan dana zakat untuk santunan kesehatan masyarakat. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah: 
a. Menambah pengetahuan tentang strategi pengelolaan zakat oleh 
BAZNAS terhadap program santunan kesehatan masyarakat dalam 
perspektif hukum Islam. 
b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan menambah 






A. Tinjauan Umum tentang Zakat 
1. Pengertian Zakat 
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-
barakatu‟ ”keberkahan”, al-tharatu ”Kesucian” dan “al-shalahu” keberesan artinya 
harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan 
bertambah suci. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya 
dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada 
prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan 
tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada 
yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 
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Zakat berarti berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, bersih, suci, baik dan 
terpuji dan menjadi salah satu rukun Islam oleh umat Muslim yang bersumber dari 
wahyu Allah dan sunnah Rasul. Di negara Indonesia zakat telah di definisikan dengan 
resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai “harta yang wajib disisihkan oleh 
seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan 
agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Definisi ini tidak 
jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat Madzhab Maliki, Syafi‟i, 
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Hanafi dan Hambali serta Yusuf Qardhawy bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian 
tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya. 
2
 
2. Dasar Hukum Zakat 
Di dalam al-Qur‟an Allah swt. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat 
tentang zakat dan shalat sejumlah delapan puluh dua ayat. Dari sini disimpulkan 
bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Beberapa ayat al-
Qur‟an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya
3
 : 
a. Dalam QS al-Baqarah/2:43 
                      
 
Terjemahnya: 




b. Dalam QS al-Taubah/9:103 
                              
                
Terjemahnya:  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa mereka itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
5
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c. Dalam QS al-An‟aam/6:141 
                    
                        
                             
       
Terjemahnya: 
Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun berjunjung dan yang tidak 
berjunjung, pohon kurma, dan tanaman-tanaman yang bernacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 
(rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan 
disedehkahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
6
 
Zakat adalah ibadah keuangan yang begitu dititkberatkan dalam Islam. Setiap 
orang Islam yang mempunyai harta perlu memberi sumbangan kepada golongan yang 
tidak mampu atau kurang mampu dan menunaikan zakat demi kebaikan negara sama 
ada dalam bentuk wang ringgit, emas, perak, barang-barang dagangan, hewan ternak, 
buah-buahan dan biji-bijian, menurut nishab dan kadar-kadar tertentu yang 
diterangkan satu persatunya dalam fikih Islam. Sebenarnya perintah Allah 
mengeluarkan zakat ini selalu disertakan dengan perintah sholat dan disebutkan 
sebanyak tiga puluh kali di dalam al-Qur‟an. 
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3. Jenis-jenis Zakat 
Berdasarkan jenis zakat, maka zakat dibedakan menjadi dua yakni zakat fitrah 
dan zakat maal. Zakat Fitrah sendiri menurut kesepakatan para ulama bahwa yang 
dikeluarkan adalah makanan pokok yang dimakan penduduk setempat. Meskipun 
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dalam hal ini kalangan al-Hanafiyyah menyendiri dari mazhab jumhur membolehkan 




 Sedangkan zakat maal adalah zakat terhadap segala jenis harta benda
9
, 
maksudnya membersihkan harta yang kita miliki  dengan cara memberikannya 
kepada mustahiq (yang berhak). Hukumnya Fardhu‟ain. Perintah mengeluarkan 
zakat maal  sama saja dengan perintah mengeluarkan zakat fitrah.
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Adapun penjelasan mengenai kedua zakat tersebut sebagai berikut : 
a. Zakat Fitrah 
Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang 
memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah dilaksanakan pada bulan 
suci ramadhan. Maka dari itu zakat fitrah dan ibadah di bulan suci ramadhan selalu 
beriiringan dan berkaitan. Jenis zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berupa makanan 
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Ukuran zakat fitrah yaitu sebesar satu sha‟ atau 3,5 liter beras. Mazhab Hanafi 
membolehkan zakat fitrah dibayar dengan uang sebesar harga tiga setengah liter 
beras. Beras zakat fitrah seharusnya berkualitas seperti yang dimakan setiap harinya. 
Seorang kepala rumah tangga, selain wajib memfitrahi dirinya juga wajib mefitrahi 
istri, anak dan orang tua serta pembantu rumah tangga. Pelaksanaan zakat fitrah boleh 
di awal bulan ramadhan, yang utama pada malam Idul fithri dan paling lambat di pagi 
hari Idul fithri sebelum didirikan shalat „id.
12
 
b. Zakat Maal 
Zakat Maal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus 
dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab 
meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi). 
Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.
13
 
Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni; 
1. Emas dan Perak 
Zakat emas dan perak  adalah zakat yang dikenakan karena telah 
mencapai nishab dan haulnya. 
a. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai 
nishab 85 gram emas. Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. Dalam hal 
emas yang dimiliki muzakki melebihi nishab, zakat yang harus dibayar 
sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. 
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b. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah 
mencapai nishab 595 gram perak. Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. 
Dalam hal ini yang dimiliki muzakki nishab, zakat yang harus dibayar 
sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
14
 
2.   Hewan ternak 
Hewan ternak bisa dizakatkan ketika telah memenuhi syarat diantaranya 





Unta tidak wajib dikeluarkan zakatnya, jika telah mencapai 
lima ekor. Jika jumlah unta telah mencapai lima ekor dan dia 
digembalakan serta telah mencapai satu tahun (haul), maka wajib 
dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor unta. Jika mencapai 
sepuluh ekor unta, maka wajib dikeluarkannya zakatnya dua ekor 
unta. Demikian seterusnya, setiap bertamba lima, bertambah pula 
zakatnya sebanyak satu ekor unta. 
b. Sapi  
Hewan sapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah 
mencapai tiga puluh ekor, mendapatkan makanannya dengan cara 
digembalakan dan mencapai satu tahun. Jika sapi telah memenuhi 
kriteria tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor tabi‟ 
atau tabi‟ah (sapi jantan atau betina yang umurnya satu tahun.  
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Jika jumlah sapi mencapai empat puluh ekor, maka zakatnya 
adalah satu musinnah (sapi betina yang umurnya dua tahun). Jika 
jumlah sapi telah mencapai enam puluh ekor , maka zakatnya 
adalah dua tabi‟. Jika jumlah sapi telah mencapai tujuh puluh ekor, 
maka zakatnya adalah musinnah dan tabi‟.  Jika jumlahnya telah 
mencapai delapan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua musinnah. 
Jika jumlahnya telah mencapai sembilan puluh ekor, maka zakatnya 
adalah tiga tabi‟. Jika jumlahnya telah mencapai seratus ekor, maka 
zakatnya adalah musinnah dan dua tabi‟. Jika jumlahnya telah 
mencapai seratus sepuluh ekor, maka zakatnya adalah dua 
musinnah dan satu tabi‟. Jika jumlahnya mencapai seratus dua 
puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga musinnah dan empat tabi‟. 
Demikian seterusnya, setiap tiga pulu ekor sapi zakatnya satu ekor 
tabi‟ dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya adalah satu 
musinnah. 
c. Kambing 
Kambing tidak ada zakatnya, kecuali telah mencapai empat 
puluh ekor. Apabila jumlahnya telah mencapai empat puluh ekor 
dan haul, zakatnya adalah satu ekor kambing. Apabila jumlahnya 
telah mencapai 121 ekor kambimg, zakatnya adalah dua ekor 
kambing. Apabila jumlahnya telah mencapai 201 smpai 300, 
zakatnya adalah tiga kambing. Setiap betambah seratus setelah itu, 






Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang yang 
berprofesi atau memiliki pekerjaandan memperoleh hasil dari apa yang 
dikerjakanya. Dengan syarat, penghasilan tersebut telah mencukupi 
kebutuhan pokok hidupnya baik sandang, pangan dan papan serta 
terbebas dari segala hutang-piutang, telah mencapai satu tahun 
kepemilikan dan nisabnya. Dan zakat profesi ini bisa dibilang baru 
muncul maka ketentuan hukumnya pun belum ada. Maka dari itu 
nishabnya pun perlu dikhiaskan ke zakat zakat yang lain yang sudah 
ditentukan hukumnya. Karena profesi ini sendiri bermacam-macam 
bentuk, jenis dan perolehan uangnya, maka cenderung untuk tetap 
memakai kedua macam standar nishab zakat tersebut dalam menentukan 
nishab zakat profesi, dengan perimbangan sebagai berikut:
16
 
a. untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran dan keahlian, seperti 
dokter spesialis akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan 
profesi-profesi yang sejenis dengan itu termasuk juga pejabat 
tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya, nishab 
zakatnyadisamakan dengan hasil pertanian, yakni senilai 
kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya 
pekerjaan tersebut bukan usaha yang memakai modal, namun ia 
sebenarnya tetap memakai modal, yaitu untul peralatan kerja, 
transportasi, sarana komunikasi seperti telephon, rekening 
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listrik dan lain-lain, zakatnya dikiaskan atau disamakan dengan 
zakat hasil pertanian yang memakai modal, yakni 5%, dan 
dikeluarkan ketika menerima bayaran tersebut. Ini sama dengan 
zakat pertanian yang menggunakan biaya irigasi (bukan tadah 
hujan). Dengan demikian, jika harga beras 1 kg Rp. 3200, 
sedangkan nishab (batas minimal wajib zakat) tanaman adalah 
750 kg, maka untuk penghasilan yang mencapai Rp. 3200 x 
750 = Rp. 2.400.000, wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 
5% nya yakni Rp. 120.000,. 
b. bagi kalangan profesional yang bekerja di pemerintah 
misalnya, atau badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab 
pertanian sebagaimana yang dikemukakan diatas, sebutlah guru 
misalnya, atau dokter yang bekerja dirumah sakit, atau orang-
orang yang bekerja diperusahaan angkutan. Zakat disamakan 
dengan zakat emas dan perak yakni 93,6 gram (sekitar Rp. 
8.424.000., jika diperkirakan harga per gram emas sekarang 
Rp. 90.000), maka nilai nishab emas adalah Rp. 8.424.000., 
dengan kadar zakat 2,5%. Jika pada akhir tahun jumlah 
mencapai satu nishab, dikeluarkan zakatnya 2,5%, setelah 
dikeluarkan biaya pokok dari yang bersangkutan dan 
keluarganya. 
4. Syarat-syarat Zakat 
 Zakat  mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu syarat wajib dan syarat sah. 




pemilik penuh harta, mencapai nisab dan mencukupi haulnya. Manakala syarat sah 
zakat pula ialah niat menyertai pelaksanaan zakat tersebut. 
17
  
a.  Syarat Wajib Zakat 
Zakat yang dikeluarkan mempunyai syarat-syarat wajib di antaranya yaitu: 
1. Merdeka; zakat tidak diwajibkan bagi budak karena budak tidak 
memiliki apa-apa, dan tuannyalah yang meimiliki segala sesuatu 
yang ada ditangan budak tersebut, karena zakat hanya diwajibkan 
pada harta yang dimiliki secara sempurna.
18
 
2.    Islam; tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma‟ 
ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang 
kafir bukanlah termasuk ahli menyucikan.
19
 
3.    Baligh; Baligh disebut juga dewasa. Arti dewasa disni mempunyai 
makna bahwa seseorang itu dapat dikenal hukum. Ciri-ciri orang 
yang disebut dewasa dapat dilihat dari berbagai macam segi 
diantaranya yaitu, pertama; mengalami haid untuk pertama kalinya 
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4.    Pemilik penuh harta; artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada 
dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun 
kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalam hak 
orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan halal, 
artinya harta yang haram, baik substansi bendanya atau cara 
mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat. Harta itu 
diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah, 
dan cara-cara lain yang sah. 
21
 
5.    Mencapai Nishab dan Haulnya; semua kekayaan yang dikenakan 
zakat harus cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya.jikia kurang dari itu maka kekayaan belum 
dikenakan zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan 
zakat yang telah memenuhi nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu 
setahun). Ada beberapa kekayaan yang diwajibkan zakat bila telah 
cukup setahun (haul), misalnya emas, perak simpanan, barang 
dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing dan unta serta ada 
kekayaan yang diwajibkan zakatnya tanpa menunggu jangka waktu 
pemilikan setahun yaitu segala macam hasil bumi begitu ada 
hasilnya maka dikeluarkan zakatnya.
22
  
Jadi, ketika telah terpenuhi semua persyaratan diatas maka orang tersebut 
telah dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Maka tidak ada alasan bagi orang 
itu untuk tidak mengeluarkanya dan dosa baginya ketika ia enggan mengeluarkannya. 
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b.   Syarat Sah Zakat 
   Selain syarat wajib, zakat juga memiliki syarat sah yang harus terpenuhi 
diantaranya sebagai berikut: 
1.    Berniat disertai perealisasian penyaluran zakat tersebut. 
2. Ditunaikan pada waktunya, yakni mulai malam pertam bulan suci 
ramadhan hingga menjelang pelaksanaan sholat id, kecuali untuk 
zakat maal hasil tanaman dan pertanian, maka waktunya ditunaikan 
saat panen, saat menemukan dan saat menambang dengan syarat 
ketiganya telah mencapai nishab dari harta tersebut.
23
 
Para fuqaha berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat 
untuk barang perdagangan. Menurut mazhab Hanafi ada empat syarat, Mazhab 
Maliki ada lima syarat, enam syarat menurut mazhab Syafi‟I dan hanya dua syarat 
menurut mazhab hambali. Diantara syarat-syarat tersebut, diantaranya ada tiga syarat 
yang disepakati, antara lain: nishab, haul dan adanya niat melakukan perdagangan. 
Sedangkan syarat-syarat lainnya merupakan tambahan dalam setiap mazhab.
24
 
Dengan demikian zakat baru bisa dikeluarkan oleh seseorang dan dikenakan 
kewajiban berzakat kepadanya ketika telah memenuhi syarat-syarat di atas dan tidak 
kurang dari padanya. Apabila ada syarat yang tidak terpenuhi baik syarat wajib 
maupun syarat sahnya maka tidak ada kewajiban untuk berzakat baginya. 
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5. Yang berhak Menerima Zakat 
Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam 
ajaran agama Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam 
al-Qur‟an surat al-Taubah/9:60. Delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima 
zakat tersebut adalah sebagai berikut:
25
 
a. Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau 
usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang 
yang menanggungnya (menjamin) tidak ada. 
b. Miskin, orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, 
walaupun mempunyai pekerjaan tetapi pekerjaannya itu tidak mampu 
mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang 
menanggungnya. 
c. Amil, yaitu orang atau panitia/organisasi yang mengurusi zakat baik 
mengumpulkan, membagi atau mengelolanya. 
d. Muallaf, orang yang baru memeluk agama islam tetapi masih terbata-bata 
akan pemahaman islam. 
e. Riqab, yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya 
dengan jalan menebus dengan uang. 
f. Gharim, yaitu suatu usaha memperkenalkan syiar-syiar agama islam 
g. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam berpergian 
dengan maksud baik. 
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6. Tujuan Zakat 
Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan yang mulia. Zakat 
menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan 
produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan 
petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui mekanisme zakat, dan 
menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.
26
 
Menurut Labib dan Moh.Ridhoi di dalam bukunya “Kuliah Ibadah Ditinjau 
dari Segi Hukum dan Maknanya” ada beberapa tujuan zakat, yaitu :
27
 
a. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dkeluarkan si 
muslim, semata karena menurut perintah Allah dan mencari Ridho-Nya, 
akan menyucikan dari segala kotoran dosa secara umum dan kotorannya 
sifat kikir. 
b.  Zakat mendidik berinfak dan memberi. Sebagaimana halnya zakat 
menyucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar 
simuslim mempuyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. 
c. Berakhlak dengan akhlak Allah. Manusia apabila sudah suci dari kikir 
dan bathil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiklah ia 
dari kekotoran sifat kikirnya.Dan dia hampir mendekati kesempurnaan 
sifat Tuhan, karena salah satu sifatnya adalah memberi kebaikan, 
rahmat, kasih sayang dan kebijakan, tanpa ada kemanfaatan yang 
kembali kepada-Nya. 
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d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Zakat akan 
membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur 
kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebaikanny, karena 
sesungguhnya Allah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Gazali, 
senantiasa mmemberikan nikmat kepada hambanya, baik yang 
berhubungan dengan diri maupun hartanya.  
e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain, merupakan 
suatu peringatan terhadap hatsi akan kewajiban kepada Tuhan-Nya dan 
kepada akhirat serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada 
kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena 
sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana 
dikemukakan oleh Ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan 
kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Santunan  Kesehatan Masyarakat 
1. Pengertian Santunan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) santunan merupakan uang 
yang diberikan sebagai penggantian kerugian karena kecelakaan, kematian dan 
sebagainya seperti misalnya keluarga korban meneima santunan dari pemerintah 
daerah
28
.  Jadi santunan bisa dikatakan pemberian berupa barang kepada orang yang 
sedang membutuhkan dikarenakan sedang mengalami kesusahan dan sebagainya. 
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2. Pengertian Kesehatan Masyarakat 
Kesehatan Masyarakat adalah keadaan yang menggambarkan derajat/ tinggi 
rendahnya tingkat kesehatan himpunan orang dalam satu 
keluarga/komunitas/masyarakat, yang dapat diukur melalaui indikator-indikator 
derajat kesehatan masyarakat, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor atau determinan 




Sudah banyak para ahli kesehatan membuat batasan kesehatan masyarakat ini. 
Secara kronologis batasan-batasan kesehatan masyarakat mulai dengan batasan yang 




a. Batasan yang paling tua, dikatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah 
upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah sanitasi yang 
menganggu kesehatan. Dengan kata lain kesehatan masyarakat adalah 
sama dengan sanitasi. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 
sanitasi lingkungan merupakan kegiatan kesehatan masyarakat. 
b. Kemudian pada akhir abad ke-18 dengan demikian bakteri-bakteri 
penyebab penyakit dan beberapa jenis imunisasi, kegiatan kesehatan 
masyarakat adalah pencegahan penyakit yang terjadi didalam 
masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan 
penyakit melalui imunisasi. 
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c. Pada aawal abad ke-19, kesehatan masyarakat sudah berkembang 
dengan baik, kesehatan masyarakat diartikan suatu upaya integrasi 
antara ilmu sanitasi dengan ilmu kedokteran.  
d. Dalam perkembangan selanjutnya, kesehatan masyarakat diartikan 
sebagai aplikasi dari kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan 
dalam mencegah penyakit yang melanda penduduk atau masyarakat.  
e. Akhirnya kesehatan masyarakat diartikan sebagai aplikasi keterpaduan 
antara ilmu kedokteran, sanitasi dan ilmu sosial dalam mencegah 
penyakit yang terjadi masyarakat. 
3. Sejarah Kesehatan Masyarakat 
Banyak nama tokoh yang mengisi sejarah dunia kesehatan masyarakat. 
Dimana sejarah terus bertumbuh dan berkembang diantaranya dipelopori oleh Edwin 
Chadwick (1842) yang dikenal mendalami permasalahan kesehatan yang dikaitkan 
dengan kondisi lingkungan, sehingga ia dikenal sebagai perintis publich health 
(Epidemiologi lingkungan). Lalu ada C.E.A Winslow (1920) adalah seseorang yang 
meletakkan dasar-dasar bagi modern public health dengan membuat batasan bagi 
definisi publich health. Kemudian Jhon Snow (1857) yang mencurahkan penelitian 
dalam kesehatan lingkungan dan epidemiologi. Ia mengemukakan penelitiannya 
bahwa faktor sanitasi air berpengaruh positif terhadap tumbuhnya wabah kolera. 
Masih banyak nama tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia 
kesehatan masyarakat dan kedokteran.
31
 
Setelah era perintis kesehatan masyarakat dan kedokteran tersebut, lahirlah 
Clinical Science Era yang merupakan cikal bakal munculnya Publich Health Science 
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a. Pada tahap pertama ini, pelaksanaan kesehatan masyarakat masih 
dilakukan melalui cara pengobatan di klinik-klinik. 
b. Pada tahap kedua ini, pelaksanaan kesehatan masyarakat sudah 
mengenal modernisasi poliklinik-poliklinik yang lebih maju dan BKIA 
maupun RS sederhana. 
c. Pada tahap ini, pelaksanaan kesehatan masyarakat sudah mengacu pada 
berbagai basic health service, bahkan berbagai usaha kesehatan pokok 
sudah mengenal pendekatan yang terintergrasi (Intergrated basic health 
service). 
d. Pada tahap keempat ini, Intergrated basic health service sudah 
dikembangkan melalui ikatan lintas sektor atau multi sektoral dengan 
melakukan pendekatan multi disipliner. 
4. Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat 
Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka disiplin ilmu yang 
mendasari ilmu kesehatan masyarakat pun berkembang. Sehingga sampai saat ini 
disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat antara lain ilmu biologi, 
ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu lingkungan, sosiologi, antropologi, 
psikologi dan ilmu pendidikan. Oleh sebab itu, ilmu kesehatan masyarakat 
merupakan ilmu multidisiplin. 
Secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat 
atau sering disebut juga pilar utama ilmu kesehatan antara lain:
33
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Epidemiologi berasal dari bahasa yunani yaitu Epi artinya pada, Demos 
berarti penduduk dan Logos berarti Ilmu. Dengan demikian 
epidemiologi adalah Ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan masyarakat. Menurut Last epidemiologi adalah studi 
tentang distribusi dan determinan tentang keadaan atau kejadian yang 
berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi studi 
untuk menanggulangi masalah kesehatan. 
b. Biostatistik atau Statistik Kesehatan 
Biotatistik digunakan dalam masalah-masalah kesehatan, baik dalam 
rencana, aplikasi, evaluasi maupun monitoring. Statistik menjadi 
penting karena setiap pencatatan permasalahan kesehatan diperlukan 
untuk melakukan perbaikan. Dalam statistik kesehatan, terdapat 
barometer kesehatan yakni, Indikator sebagai varibael untuk mengukur 
status kesehatan, nilai absolut sebagai perencanaan jumlah perbaikan, 
rasio yang digunakan untuk memonitor status kesehatan secara relative. 
c. Kesehatan lingkungan 
Penilaian terhadap keadaan kesehatan suatu lingkungan dan upaya yang 
dilakukan untuk menciptakan lingkungan sehat ada bebrapa faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut yaitu penggunuaan air bersih, rumah sehat, 
keluarga dengan kepemilikan sanitasi dasar dan tempat umum dan 
pengolahan makanan. 
d. Administrasi Kesehatan Masyarakat 
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Administrasi kesehatan masyarakat yaitu kegiatan yang dilakukan 
secara nbersama-bersama mencapai tujuan pelayanan kesehatan sebaik-
baiknya sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Secara umum, fungsi adminstrasi kesehatan masyarakat 
dibedakan atas empat macam yakni perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan penilaian. 
5. Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia 
Pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna dan 
berkualitas meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan yang 
diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-
tingginya. Hal ini diatur dalam peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional dinyatakan bahwa upaya kesehatan merupakan salah satu 
subsistem dari sistem kesehatan nasional. 
Sistem pelayanan kesehatan di indonesia memiliki tiga upaya yang penting 




a. Upaya Kesehatan Primer 
Upaya kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan di mana terjadi 
kontak pertama baik secara perorangan maupun kelompok sebagai 
proses awal pelayanan kesehatan sekaligus pelayanan peningkatan dan 
pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan. Hal ini 
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merupakan tanggung jawab penuh pemerintah untuk menyediakan 
fasilitas kesehatan bagi masyarakat. 
b. Upaya Kesehatan Sekunder 
Upaya kesehatan sekunder merupakan pelayanan kesehatan spesialistik 
yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan primer. Fasilitas 
pelayanan kesehatan sekunder dibangun sesuai dengan standar. Bagi 
fasilitas pelayanan masyarakat milik swasta harus mempunyai izin 
sesuai peraturan yang berlaku serta dapat bekerja sama dengan unit 
kerja pemerintah, seperti laboratorium kesehatan, balai kesehatan 
lingkungan dan lain-lain. 
c. Upaya Kesehatan Tersier 
Upaya kesehatan tersier merupakan pelayanan kesehatan yang 
menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan dibawahnya. 
Pelaksana pelayanan kesehatan tersier adalah dokter subspesialis atau 
dokter spesialis yang mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan 
dan mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga kesehatan 
lainnya yang diperlukan. Pelayanan kesehatan tersier dilaksanakan 
dirumah sakit umum, rumah sakit khusus setara kelas A dan B baik 
milik pemerintah maupun swasta yang mampu memberikan pelayanan 
kesehatan subspesialistik dan juga termasuk klinik khusus seperti pusat 
radioterapi. 
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam 




Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 
sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku 
serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah 
kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal
35
. 
Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan 
hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Bila kata hukum dihubungkan dengan 
kat Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini berlaku dan mengikat untuk seua umat yang beragama Islam”.
36
 
2. Ruang Lingkup Hukum Islam 
Para ulama membagi hukum Islam kepada dua bagian, pertama hukum-hukum 
ibadah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah 
atau hubungan manusia dengan Allah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Kedua, 
hukum-hukum muamalat yaitu hukum-hukum yang menggariskan hubungan manusia 
dengan sesame manusia diluar bidang ibadah, seperti perdagangan, pertanian dan 
sebagainya. Hukum Islam menyebutkan bagian-bagian ruang lingkup pembahasannya 
yang meliputi fikih munakahat, fikih wirasah/mawaris, fikih muamalat dalam arti 
khusus, fikih jinayat atau uqubat, khilafah dan wakaf. Bagian-bagian hukum Islam 
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disusun dalam menurut sistem matika hukum barat yang membedakan antara hukum 
privat dengan hukum publik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
37
 
a. Hukum privat meliputi munakahat yang mengatur segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta hal yang terkait. 
Wirasa yang mengatur segala hal yang terkait dengan masalah 
kewarisan dan tata cara pembagiannya, muamalat dalam arti sempit 
yaitu segala hal yang terkait dengan hak-hak kebendaan seperti jual beli 
(bai‟), sewa menyewa (salm), gadai (rahn), pinjam meminjam („ariyah), 
perserikatan (syirkah) dan lain sebagainya.   
b. Hukum publik meliputi Jinayat yaitu tindak kejahatan yang diancam 
dengan hukuman had (hukuman dengan kualitas dan kuantitasnya sudah 
dijelaskan secara tegas di al-Qur‟an atau sunnah) atau ta‟zir (hukuman 
yang kualitas dan kuantitasnya masih relatif). Siyasah yaitu segala hal 
yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan yang meliputi kepala 
negara, pemerintahan, tentara, pajak, peperangan, perdamaian, dan lain 
sebagainya.       
3. Tujuan Hukum Islam 
Menurut definisi mutakallimin, agama Allah ditujukan untuk kemaslahatan 
hamba di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara 
detail adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan 
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bagi mereka serta mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan dan juga 
menerangkan jalan yang dilalui oleh manusia.
38
 




a. Memelihara agama, 
b. Memelihara jiwa, 
c. Memelihara akal, 
d. Memelihara harta, dan 
e. Memelihara keturunan. 
Kelima tujuan hukum Islam di atas kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum 
Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-
maqasid al-khamsah atau al-muqasid al-syar‟iyyah (tujuan-tujuan hukum Islam). 
Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu: segi pembuatan 
hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya; dan segi manusia yang menjadi pelaku dan 
pelaksana hukum Islam itu.
40
 
4. Sumber Hukum Islam 
Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar utama dalam 
pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya yang menjadi pokok dari 
ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinami, benar dan mutlak, serta tidak 
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pernah mengalami kefanaan atau kehancuran
41
. Adapun yang menjadi sumber hukum 
Islam adalah sebagai berikut: 
a. Al-Qur‟an 
 Kata- kata al-Qur‟an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam. 
Salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca.  Adapun menurut istilah, 
para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa 
al-Qur‟an adalah kalam Allah yang bersifat mu‟jizat yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril dengan lafal dan makna dari Allah 
swt. yang dinukilkan secara mutawarir, membacanya merupakan ibadah, dimulai 
dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.
42
 
 Al-Qur‟an ditinjau dari segi kedudukannya sebagai sumber hukum Islam 
merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum (mashdar al-mashadir). 
Sedang dari segi kehujjahannya, al-Qur‟an sebagai sumber dasar dan dasar hukum 
Islam (dalil) yang merupakan hujjah paling kuat. Menetapkan al-Qur‟an sebagai 
dasar hukum tidak memerlukan bukti, alasan dan keterangan. Hal ini mudah dipahami 
sebab al-Qur‟an mempunyai i‟jaz yakni suatu kekuatan yang dapat menunjukkan dan 




 Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti “sesuatu 
yang dibicarakan dan dinukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Bentuk 
jamaknya adalah ahadits. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang didasarkan 
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kepada Nabi saw. baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, 
baik sebelum kenabian atau sesudahnya.
44
 
Hadis sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Qur‟an. 
Hadis juga bisa menjadi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan 




1. Hadis Shahih 
Yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang adil, kuat 
hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada 
rasul, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil atau 
periwayatan yang lebih kuat. 
2. Hadis Hasan 
Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang adil (baik), sanadnya 
bersambung kepada rasul, tidak cacat dan tidak bertentangan 
dengan dalil tetapi kekuatan hafalan atau ketelitian rawinya kurang 
baik. 
3. Hadis Dha‟if 
Yaitu hadis lemah karena rawinya tidak adil, terputus sanad, cacat, 
bertentangan dengan dalil atau periwayatannya yang lebih kuat atau 
ada cacat lain. Lebih dari 20 macam hadis dikategorikan dha‟if 
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4. Hadis Maudlu‟ 
Yaitu hadis yang dibuat oleh seseorang (karangan sendiri) 
kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah 
saw. 
c. Ijma 
 Secara etimologi, ijma‟ berarti “kesepakatan” atau consensus. Pengertian ini 
dijumpai dalam al-Qur‟an. Pengrtian etimologi kedua dari ijma‟ adalah ketetapan hati 
untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian kedua terletak pada kuantitas 
(jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu akad 
saja, sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.
46
 
Sebagian ulama berpendapat bahwa yang menjadi sandaran dalam kehujjahan 
ijma‟ adalah akal. Sebab, sekolompok besar ahli ilmu tidak mungkin bersepakat atas 
kesalahan. Oleh karena itu jumlah orang yang ber ijma‟ disyaratkan sejumlah 
mutawatir sehingga tidak ada perkataan bahwa mereka bersepakat atas kebohongan. 
Sedangkan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa yang menjadi sandaran 
dalam kehujjahan ijma‟ adalah naql (nash). Dalil naqli yang menjadi saksi atas 
kemaksuman umat ini merupakan sebaik-baik dalil ijma‟ dan sesungguhnya umat 




 Secara etimologi qiyas berarti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
Sedangkan qiyas menurut terminologi pakar ushul fiqih adalah menyamakan perkara 
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(kejadian) yang tidak ada keterangan tentang hukumnya tentang  hukumnya, karena 




 Para Ulama Ushul Fikih bersepakat bahwa Qiyas dapat dijadikan sebagai dalil 
hukum. Menurut para ulama Ushul Fikih qiyas adalah cara menetapkan hukum suatu 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini termasuk dari jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 
salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi 
secara langsung dilokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil 
maupun besar.
1
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif. 
 Metode penelitian Kualitatif dinamakan metode baru, karena popularitasnya 
belum lama. Metode ini sering juga disebut metode interpretive karena data hasil 
penelitian lebih berkenaan dengan hasil interpretasi yang berlandaskan pada filsafat 
data yang ditemukan dilapangan.
2
 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Bdan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kota Makassar dengan cara mewawancarai beberapa narasumber dari lembaga 
tersebut untuk memperoleh data dan keterangan akurat tentang strategi pengelolaan 
dana zakat  terhadap program santunan kesehatan masyarakat dalam perspektif 
hukum islam di Baznas kota Makassar. 
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B.  Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat 
gejala sosial dalam masyarakat maupun lembaga. Dalam hal ini penulis 
mengamati sejauh mana pengelolaan dana zakat di Baznas Kota Makassar. 
2. Pendekatan yuridis yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka dan mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang 
diteliti. 
3. Pendekatan Syariat Pendekatan dengan cara menelaah dan mengkaji Al-
Quran dan Hadist sebagai sumber dari hukum islam agar dapat memahami 
dengan baik makna zakat yang sebenarnya. 
C. Sumber Data  
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sumber primer 
(utama) dan sekunder (pendukung). 
1. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan dengan 
observasi hingga wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait 
dengan pengelolaan dana zakat terhadap program santunan kesehatan 
masyarakat di BAZNAS Kota Makassar. 
2. Sumber Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari perpustakaan dan 
informasi lain-lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, dan artikel yang 








D. Metode Pengumpulan Data 
1. Oservasi 
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 
melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
3
 
Dengan mengadakan pengamatan langsung kelembaga terkait yakni BAZNAS Kota 
Makassar, guna memperoleh gambaran dari informasi yang memungkinkan tentang 
lembaga dalam pengelolaan zakat. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa  pertanyaan yang 
menyangkut materi secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan objek yang 
akan diteliti. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk 
bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya-jawab.  
Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan cara 
tanya jawab dengan bertatap muka langsung agar mendapatkan informasi yang lebih 
lengkap tentang permasalahan  yang akan diteliti, dengan metode ini dapat dengan 
mudah mendapatkan informasi atau data yang lebih jelas dan terperinci. 
3. Dokumentasi 
Jenis pengumpulan data ini yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa 
tulisan, gambar, arsip dan masih banyak lainnya. 
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E. Instrumen Penelitian 
Alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan,data-data 
dengan tujuan penelitian. Adapun alat-alat yang harus dipersiapkan dalam melakukan 
penelitian, yaitu: 
1. Pedoman observasi sebagai pengarah jalan sehingga penelitian tepat sasaran. 
2. Wawancara adalah pengarah yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka. 
3. Handphone merupakan alat yang digunakan untuk saling berkomunikasi 
dam memperoleh informasi. 
4. Buku catatan, pulpen dan kamera sebagai bahan untuk menulis informasi-
informasi yang di dapat dan dokumentasi dalam hal berfungsi untuk 
menyimpan bahan penelitian sebelum di tulis dalam hasil penelitian. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
1. Teknik pengelolaan 
Teknik yang digunakan untuk memeriksa data yang telah di kumpulkan untuk 
melengkapi data-data yang kurang serta memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasann 
data yang diperoleh. 
2. Analisis data 
Analisis data adalah proses pengklasifikasian yang telah dikumpulkan dan 
disatukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun langkah-langkah 




a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan  penyederhanaan 
data kasar yang diperoleh di lapangan  yang bertujuan  untuk membuang 
data-data yang tidak perlu sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. 
b. Penyajian data menampilkan data-data yang telah diperoleh dari 
informasi di lapangan agar lebih mudah untuk dipahami. 
c. Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data, 
dengan adanya kesimpulan maka lebih memudahkan  untuk 






















A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 
1. Sejarah BAZNAS Kota Makassar 
Salah satu tujuan dari zakat adalah membangun suatu sistem ekonomi yang 
mensejahterakan ummat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah suatu lembaga 
yang bertugas untuk mengelola zakat agar pengelolaannya efektif dan tepat sasaran. 
Maka dari itu, berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 
tahun 2001 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas 
dan fungsi yaitu melakukan pengumpulan dan pendayahgunaan zakat. Kemudian 
lahirlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin 
mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan 
pengelolaan zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. 
Baznas Kota Makassar merupakan badan pengelolaan zakat yang dibentuk 
oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 tahun 2001 yang 
memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 tahun 2006. Berdiri sejak tahun 2002 yang mulanya bernama BAZDA, 
kemudian pada tahun 2015 diganti menjadi BAZNAS Kota Makassar beriringan 
dengan doberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. BAZNAS Kota 




akhir tahun 2015 setelah proses yang cukup panjang sejak dikeluarkannya Undang-
Undang tersebut. 
2. Profil BAZNAS Kota Makassar 
a. BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pemerintahan non 
struktural yang sifatnya mandiri dan berwenang melaksanakan tugas 
pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan 
lainnya. 
b. BAZNAS Kota Makassar melaksanakan fungsi perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian pelaporan dan pertanggungjawaban batas 
pengumpulan pendistribusian dan pendayahgunaan zakat, infak dan 
sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. 
c. BAZNAS Kota makassar menjalankan tugas pengelolaan tersebut 
berdasarkan Undang-Undang Nomlor 23 tahun 2011 dan peraturan 
Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014. 
 
3.  Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar 
 Adapun visi misi pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Makassar yaitu: 
a. Visi 
1) Kota zakat yaitu kota Makassar yang memiliki potensi ummat yang 
mayoritas dan memadai. Diantaranya, potensi jumlah ummat Islam dengan 
infrastruktur social ekonomi ummat yang ditandai dengan jumlah sarana 
dan prasana peribadatan ummat Islam yang menjanjikan kekuatan kulktural 




2) Berkah yaitu berkah bagi pemberi zakat, infak dan sedekah (Muzakki), 
pengelola ZIS (amil), dan berkah bagi penerima ZIS (Mustahik). 
3) Nyaman untuk semua, yaitu mewujudkan proses pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayahgunaan zakat, infak dan sedekah yang 
semakin transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang ditandai dengan 
tumbuhnya kepercayaan ummat (muzakki) untuk membayar zakat, infak 
dan sedekah sesuai dengan syariat Islam serta dapat dinikmati dan 
dirasakan oleh Mustahik tanpa diskriminasi. 
b. Misi  
1) Meningkatkan kesadran Muzakki berzakat, berinfak dan bersedekah. 
2) Mendistribusikan dan mendayahgunakan zakat, infak dan sedekah untuk 
meningkatkan martabat dan kesejahteraan Mustahik. 
3) Terciptanyan manajemen BAZNAS yang professional dangan didukung 
sistem informasi teknologi. 
 
4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 
BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara Nasional yang masa 
periode kerjanya 5 tahun. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Makassar saat 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Ketua: H.M Ashar Tamanggong 
b. Wakil Ketua I bidang pengumpulan: Ahmad Taslim, S.Ag., M.Si. 





d. Wakil Ketua III Bidang keuangan dan Pelaporan: Dr. Waspada Santing, 
M.Sos.I., MH.i. 
e. Wakil Ketua IV Bidang Kesektariatan, SDM dan Umum: - 
f. Sekretaris: Hj. Darmawati, SE., MM. 
g. Kepala Pelaksana: - 
h. Kabid Pengumpulan: H. Arifuddin, S.Sos.i., SH.i. 
i. Kabid Pendistribusian: Achmad Gunawan, SE. 
j. Kabag Perencanaan: Nabil Salim, SE.i. 












































Nabil Salim, SE.i. 
KABAG ADM, SDM & UMUM 
Badal awan 
KABID PENGUMPULAN 
H. Arifuddin, S.Sos.i., SH.i 
KABID PENDISTRIBUSIAN 
Achmad Gunawan, SE. 
SEKRETARIS 
Hj. Darmawati, SE., MM 
KEPALA PELAKSANA 
- 
WAKIL KETUA I 
Ahmad Taslim, S.Ag., M.Si. 
WAKIL KETUA II 
Drs. Juslan Em Saho‟as, M.Pd, 
WAKIL KETUA III 
Dr. Waspada Santing, M.Sos.i., MH.i. 
WAKIL KETUA IV 
- 
KETUA 




5. Tugas Wewenang dan TanggungJawab BAZNAS Kota Makassar 
Dewan pembina BAZNAS Kota Makassar bertugas memberikan pembinaan 
sekaligus pertimbangan kepada badan pelaksana. Dalam pelaksanaan tugas organisasi 
satuan audit bertugas untuk membantu tugas bidang-bidang sekaligus mengontrol 
kinerja dari bidang tersebut. Ketua bidang pelaksana bertugas untuk mengontrol 
BAZNAS baik dari luar maupun dari dalam serta bertanggungjawab dalam semua 
tingkatan organisasi BAZNAS. 
Badan pelaksana Amil zakat daerah Kota Makassar bertugas sebagai berikut: 
a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusia 
dan pendayahgunaan zakat. 
b. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan 
rencana pengelolaan zakat. 
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayahgunaan zakat. 
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi 
dan edukasi pengelolaan zakat. 
Kepala setiap bidang atau devisi badan amil zakat menyampaikan laporan 
kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris kemudian menampung laporan 
berkala badan amil zakat. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZNAS 
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 






6. Program-Program BAZNAS Kota Makassar 
Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar telah menyusun program-program 
sebagai berikut : 
a. Makassar Cerdas 
Makassar cerdas merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia 
melalui bantuan pendidikan. Program ini ingin memastikan tidak ada anak yang 
mempunyai pendidikan yang layak, diantaranya : 
1) Beasiswa SMP/MTS 
2) Beasiswa Hafidz al-Qur‟an 
3) Beasiswa Perguruan tinggi (S1) 
4) Bantuan Insidentil penyelesaian studi (S1) 
5) Bantuan pengadaan perlengkapan sekolah dan perlengkapan ibadah (SD, 
MI, SLTP, SLTA) 
6) Bantuan pondok pesantren 
7) Pendidikan usia dini (PAUD) 
8) Pelatihan DAI (Mustahik) 
9) Pelatihan peyelenggara jenazah 
10) Pelatihan tahsinul Qira‟ah dan adzan bagi imam, rawatib dan muadzin 
11) Pelatihan guru dan barasanji 
b. Makassar sehat 
Makassar sehat adalah wujud perhatian BAZNAS Kota Makassar dalam 
membantu mustahik terkait dengan penjaminan kesehatan diantara kegiatan tersebut 
adalah : 




2) Pengobatan massal gratis 
3) Pengadaan obat-obatan 
4) Operasi katarak dan bibir sumbing 
5) Bantuan biaya rumah sakit bagi fakir miskin terseleksi 
c. Makassar Taqwa 
Makassar Taqwa adalah program pengembangan aqidah akhlah bagi mustahik 
Kota Makassar, diantaranya adalah: 
1) Bantuan rumah ibadah 
2) Peringatan hari besar Islam 
3) Peningkatan ketaqwaan mustahik 
d. Makassar Makmur 
Makassar makmur merupakan program yang bersifat pemberdayaan terhadap 
mustahik Kota Makassar. Yaitu mengupayakan mustahik Kota Makassar untuk lebih 
mandiri dan sejahtera. Adapun program-programnya yakni: 
1) Bantuan modal usaha, diantaranya modal usaha kecil, dana pemberdayaan 
ummat, modal usaha menjahit binaan BAZNAS, modal pengelolaan ikan 
dan bantuan modal usaha gerobak 
2) Pelatihan Life skill, diantaranya pelatihan menjahit, service AC, service HP, 
service motor, pelatihan pengelasan 
3) Biaya pembinaan ekonomi lemah pada lokasi ZCD (Zakat Comodity 
Development) 




Makassar peduli merupakan program BAZNAS Kota Makassar yang bersifat 
kemanusiaan. Dalam hal ini perhatian khusus diberikan kepada masyarakat Kota 
Makassar ubtuk memperoleh kehidupan yang layak. Adapun programnya yaitu: 
1) Bantuan fakir miskin 
2) Pembinaan keluarga miskin 
3) Bantuan perbaikan rumah bagi mustahik 
4) Bantuan penyandang cacat dan manula  
5) Bantuan sembako masyarakat miskin 
6) Bantuan sembako petugas kebersihan 
7) Bantuan musafir 
8) Bantuan Muallaf, diantaranya pembinaan keagamaan dan pembinaan 
SDM/pelatihan keterampilan 
9) Bantuan Gharimin 
10) BAZNAS tanggap bencana  
11) Bantuan Insidentil mustahik 
12) Layanan antar jenazah 
13) Tenda duka, kain kafan dan kursi 









B. Strategi Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kota Makassar Terhadap Program 
Santunan Kesehatan Masyarakat 
Pengelolaan dana zakat untuk menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan 
bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan 
dan menghilangkan kesenjangan sosial. Zakat pada awalnya lebih didominasi dengan 
pola pendistribusian secara konsumtif. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk 
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola 
zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang menerima zakat.  
Pelaksanaan Zakat harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin karena 
zakat menjadi permata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, 
kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.
1
 
Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 2 ayat 1 pemerintah 
membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.
2
 
Berdasarkan keputusan tersebut maka pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan oleh 
BAZNAS dan dibantu unit pengumpulan zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS 
untuk membantu pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar 
memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan. Hal ini mengikuti ketentuan dari 
BAZNAS pusat yang mana tahap-tahapnya terdiri dari perencanaan, pengumpulan, 
pendistribusian dan evaluasi. 
                                                 
1
 Muammar Bakry, dkk, Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya 
Prduktifitas Zakat, Al-Ulum 20, no. 1 (2020), h. 96 
2
 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 






Perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi 
dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem 
anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan, 
penetapan tujuan serta menetapkan anggaran di BAZNAS Kota Makassar mulai 
disusun tiap akhir tahun yakni dibulan Desember. Seluruh bagian mulai pimpinan 
hingga kepala-kepala bagian memiliki peran dalam penyusunan Rencana Keuangan 
Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam penyusunan RKAT disesuaikan dengan 
program-program tetap yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar yang 
tentunya disesuaikan dengan Program dari BAZNAS pusat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nabil Salim, SE.i, selaku Kepala 
Bidang Perencanaan mengatakan bahwa : 
“Untuk penyusunan RKAT itu disesuaikan dengan program-program kegiatan 
yang telah ditetapkan. Tentunya melibatkan bidang-bidang yang 
bersangkutan. Dalam penyusunan RKAT itu dilakukan tiap bulan desember 
dan di awal tahun melaporkan RKAT tersebut ke BAZNAS pusat. Ditiap 
perencanaannya kami selalu membuat target penyaluran dana zakat, infak, 
sedekah dan dana keagamaan lainnya berdasarkan hasil evaluasi tahunan.” 
BAZNAS Kota Makassar telah membuat Rancangan Keuangan Anggaran 
Tahunan untuk tahun 2021 ini, dimana target penyaluran untuk tahun ini sebesar Rp. 
29.230.318.500 (dua puluh sembilan Miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus 
delapan belas ribu lima ratus Rupiah) untuk semua program yang telah ditetapkan. 




Sehat  itu sendiri sebesar Rp. 894.000.000 ( Delapan ratus sembilan puluh empat juta 
rupiah) yang bersumber dari dana zakat sebesar 3,2% dan dana infaq/sedekah sebesar 































Paket sembako 300 paket Rp.125.000 Rp.375.000.000 
Dokter 4 org Rp.500.000 Rp.30.000.000 
Paramedis 6 org Rp.200.000 Rp.18.000.000 
Pengurus 12 org Rp.150.000 Rp.27.000.000 
















150 x 2 Rp.50.000 Rp.15.000.000 
Dokter  6 x 2 Rp.500.000 Rp.6.000.000 
Paramedis 35 x 2 Rp.300.000 Rp.21.000.000 
Konsumsi 400 x 2 Rp.50.000 Rp.40.000.000 




































LS LS Rp.250.000.000 







2. Pengumpulan  
Pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Makasar dilakukan dengan melakukan 
pengumpulan zakat dari muzakki baik secara langsung maupun melalui laporan dana 
yang diberikan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk untuk 
membantu pengumpulan zakat di Kota Makassar. UPZ sendiri merupakan organisasi 
yang dibentuk oleh BAZNAS untuk memudahkan Muzakki yang ingin berzakat tanpa 
harus membayarnya secara langsung di kantor BAZNAS. Setelah dana yang 
diberikan oleh Muzakki terkumpul, maka UPZ akan menyetor dana tersebut ke 
BAZNAS Kota Makassar atau memberikan laporan dana dan selanjtunya akan 
didistribusikan kepada asnaf yang berhak menerimanya. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Badal Awan selaku Kepala 
Bagian Administrasi, SDM dan Umum yang mengatakan bahwa: 
 “Pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Makassar itu bisa dilakukan dengan 
dua cara, ada yang disebut dengan zakat kelola yakni zakat yang didapatkan 
langsung dari muzakki dan ada juga yang hanya berupa laporan dana zakat 
yakni dana zakat yang didapatkan dari UPZ-UPZ yang sudah dibentuk oleh 
BAZNAS Kota Makassar dibeberapa daerah. UPZ itu sendiri merupakan 
perpanjangan tangan dari Muzakki ke BAZNAS”. 
Selain dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Makassar, juga 
BAZNAS Kota Makassar melakukan pengumpulan terhadap dana infaq, sedekah dan 




Berdasarkan laporan pengumpulan dana oleh BAZNAS Kota Makassar pada 
tahun 2020 jumlah dana yang terkumpul dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana 
sosial keagamaan sebesar Rp. 23.022.359.701 dari dana-dana yang terkumpul inilah 
yang kemudian akan didistribusikan ke program-program kegiatan yang telah 
ditetapkan oleh BAZNAS baik secara konsumtif maupun produktif. 
Laporan pengumpulan dana oleh BAZNAS Kota Makassar tahun 2020 
Table 1. pengumpulan dana zakat 
NO URAIAN JUMLAH 
 Pengumpulan/penerimaan zakat  
1 Penerimaan zakat perorangan Rp. 360.068.719 
2 Penerimaan zakat Badan/UPZ Rp. 1.994.774.053 
3 Penerimaan zakat pertanian Rp. 1.000.000 
4 Penerimaan zakat Fitrah Rp. 3.568.984.000 
 TOTAL Rp. 5.924.826.772 
 
Tabel 2. Pengumpulan dana infaq/sedekah 
NO Pengumpulan dana infak/sedekah JUMLAH 
1 Infaq Perorangan Rp. 19.883.690 
2 Infaq Badan/UPZ Rp. 951.588.759 
3 Infaq kopon & kotak amal Rp. 39.608.250 
4 Infaq Haji Rp. 955.000.000 





Tabel 3. Pengumpulan DSKL 
NO Penerimaan DKSL JUMLAH 
1 Hibah APBD Rp. 2.000.000.000 
2 Penerimaan Qurban Rp. 13.106.750.000 
3 Penerimaan Fidyah Rp. 4.230.000 
4 Penerimaan Dana Sumbangan - 
5 CSR dan bagi hasil (Jasa Giro) Rp. 20.472.230 
 TOTAL Rp. 15.131.452.230 
 
3. Pendistribusian 
Dana yang telah dikumpulkan akan didistribusikan atau disalurkan kepada 8 
golongan (asnaf) yang berhak menerimanya dan disalurkan juga untuk program-
program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar. Ada dua jenis 
pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar yaitu pendistribusian 
berdasarkan program dan pendistribusian berdasarkan asnaf. 
Adapun pendistribusian berdasarkan program yaitu : 
a. Dakwah dan Advokasi: Makassar Taqwa 
b. Sosial Ekonomi: Makassar Sejahtera 
c. Sosial Kemanusiaan: Makassar Peduli 





e. Sosial Pendidikan: Makassar Cerdas  
f. Amil 








h. Ibnu Sabil 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Badal Awan Selaku Kepala 
bagian Administrasi, SDM dan Umum, beliau mengatakan: 
“Setelah dana terkumpul kemudian dana tersebut akan didistribusikan 
berdasarkan program. Program itu didasarkan melalui 8 asnaf  yang berhak 
menerima zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah 
dan ibnu sabil”. 
Pendistribusian dana yang dilakukan  oleh BAZNAS Kota Makassar tidak 
hanya bersumber dana zakat saja, melainkan adanya dana infaq, sedekah dan dana 
sosial keagamaan lainnya. Kemudian dari dana-dana tersebut akan disalurkan untuk 
bantuan konsumtif dan produktif. Program bantuan kesehatan atau Makassar sehat itu 




khusus untuk mustahik-mustahik yang masuk ke dalam 8 asnaf yang berhak 
menerima zakat yang bersumber dari dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial 
keagamaan lainnya. sebagaimana hasil wawancara kami dengan Bapak Badal Awan 
selaku kepala bagian administrasi, SDM dan Umum mengatakan: 
“Bantuan sosial kesehatan atau Makassar sehat sebenarnya berqiblat dari 
program BAZNAS pusat yaitu Indonesia Sehat, jadi bantuan kesehatan ini 
bukan sekedar bantuan kesehatan kepada masyarakat umum, tapi lebih 
tepatnya kepada fakir miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan karena 
fakir miskin masuk kedalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dan 
bantuan yang diberikan itu tidak hanya bersumber dari dana zakat saja 
melainkan akumulasi dana dari zakat, infaq dan sedekah”. 
Adapun Jumlah pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial 
keagamaan lainnya untuk bantuan sosial kesehatan selama periode 2020 itu 
berjumlah  Rp. 150.625.298 (Seratus Lima Puluh juta Enam Ratus dua puluh lima 
ribu dua ratus sembilan puluh delapan Rupiah). 
Diantara bantuan kesehatan masyarakat yang didistribusikan kepada mustahik 
ialah sebagai berikut: 
a. Pengobatan massal untuk masyarakat miskin 
b. Sunnatan massal untuk anak-anak fakir miskin 
c. Pengadaan obat-obatan untuk masyarakat miskin 
d. Operasi katarak & bibir sumbing gratis untuk pasien miskin 












Kebutuhan Yang Di Salurkan 

































3. Pengadaan obat-obatan Masyarakat 
miskin 
 
Tesedianya obat LS 









Mata dan bibir 
5. Bantuan biaya RS bagi 









BPJS, dana kesehatan & RSB 
 Berdasarkan hasil wawancara kami denagn bapak Achmad Gunawan, SE. 
Beliau mengatakan : 
“untuk periode 2020 ini kami tidak sepenuhnya melaksanakan pendistribusian 
untuk bantuan kesehatan sesuai dengan program yang telah ditentukan namun 
hanya beberapa yang disesuaikan dengan program yang ada yakni pegadaan 
obat-obatan, vitamin dan suplemen untuk fakir miskin terdampak covid-19 
serta bantuan biaya RS bagi fakir miskin terseleksi” 
 Adapun data untuk mustahik penerima bantuan biaya RS bagi fakir miskin 




NO NAMA NIK ALAMAT 
1 Muh. Anwar 7371090101710016 Jl. Sekar Munir No.12 
2 Dg. Bondeng 7371097112420105 Jl. U Sumoharjo Lr.4 
3 Sanu Asse 7371141507680012 Turba Kera-kera 
4 Salam 7371140708580001 Kera-Kera 
5 Murniati 7271124507800010 Jl. Bukit Bontoloe 
6 Dg. Noro 7371117112460065 Jl. Larangki 
7 Hamida 7371116603620004 Jl. Jeneponto 1 Blok L No.236 
8 Ahmad Fadillah 7371111705650011 Jl. Kerung-Kerung 
 
4. Evaluasi  
Pelaksanaan program ataupun kegiatan tentunya memiliki kekurangan dan 
kelebihan. Evaluasi untuk melihat kembali apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan 
setelah program tersebut telah dilakukan. Dalam proses evaluasi BAZNAS Kota 
makassar membagi menjadi beberapa evaluasi dan tentunya tetap melihat aturan dari 
BAZNAS Pusat yakni evaluasi bagian, evaluasi per enam bulan dan juga satu tahun. 
Evaluasi ditunjang dengan diadakannya rapat pegawai. 
Evaluasi perbagian yakni evaluasi yang dilakukan kepala-kepala pelaksana 
dan bagian dan tentunya melibatkan staff masing-masing bagian. Kemudian evaluasi 
perenam bulan yaitu pembuatan laporan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah 
oleh BAZNAS Kota Makassar tiap enam bulannya kemudian melaporkan hasil 
evaluasinya selama enam bulan tersebut ke BAZNAS pusat. Hal ini dilakukan dua 




terakhir biasanya dilakukan diakhir bulan November ataupun bulan desember. Dan 
evaluasi terakhir yaitu evaluasi satu tahun yaitu memberikan laporan dari hasil kerja 
BAZNAS Kota Makassar selama setahun kepada BAZNAS Pusat. Bentuk pelaporan 
ini merupakan hasil dari rekapitulasi dari laporan perenam bulan sebelumnya. 
Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar tentunya sangat 
berpengaruh terhadap perencanaan pengelolaan dana zakat untuk tahun selanjutnya. 
Karena dalam menyusun perencanaan tentunya melihat dari hasil evaluasi ditahun 
sebelumnya agar adanya perbaikan maupun peningkatan yang akan dilakukan oleh 
BAZNAS Kota Makassar.  
  
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Oleh BAZNAS 
Kota Makassar Untuk Program Bantuan Kesehatan Masyarakat 
 Pengelolaan biaya operasional terkhusus dari dana zakat yakni sebuah cara yang 
dilakukan oleh pimpinan atau manajer untuk mengurus dana yang ada dan dana 
tersebut dapat digunakan secara baik dan benar. Amil sebagai yang melaksanakan 
kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusiannya 
kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai 
imbalan dari hasil kontribusinya dalam mengelola zakat dan bukan ambil dari harta 
selain  zakat. Amil zakat diangkat oleh pemerintah yang berwenang pada masyarakat 
Islam yang memungut dan mendistribusikan serta tugas lain yang berhubungan 
dengan zakat seperti penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan 




 Dalam hal ini manajemen BAZNAS kota Makassar berfungsi sebagai 
pendistribusian zakat pada mustahik dan dikelola dalam bentuk pelayanan kesehatan 
masyarakat. Salah satu cara penyaluran zakat yang dilakukan antaranya adalah 
program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat merupakan salah satu 
progam zakat BAZNAS Kota Makassar dibidang kesehatan yang bertujuan untuk 
memberikan pelayanan kesehatan untuk fakir miskin dengan memberikan dana 
program kesehatan masyarakat kepada mustahik dan asnaf zakat.  
 Berdasarkan nash al-Qur‟an penyaluran dana zakat untuk bantuan kesehatan 
masyarakat memang tidak disebutkan secara tegas akan tetapi ada celah bagi para 
ulama memperbolehkan dana zakat untuk bantuan kesehatan masyarakat. 
 Menurut Imam Syafi‟I cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum 
juga mengalami perubahan secara drastic dan signifikan meskipun pemikiran-
pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat 
masyarakat masih bersifat tradisional. Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer 
yaitu Yusuf Qardhawi, melihat potensi zakat yang bisa digali dari ummat islam, maka 
ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbaharui salah satunya adanya 
aspek pendayahgunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan zakat.
3
 
Wahbah al-Zuhaily memandang makna al-shadaqat dalam Qur‟an surah 
taubah: 60 mengandung makna umum, mencakup zakat wajib dan sunnah. Dalam 
ayat tersebut yang dimaksud dengan makna wajib yang terkandung dalam lafadz 
“faridha”. Secara tekstual ayat tersebut mengindikasikan penggunaan lafadz 
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“innama” mengandung makna hasr yang berarti zakat merupakan hak mustahik. 
zakat secara kontekstual MUI menggunakan ayat tersebut untuk mendudukan terma 
harta yang dimiliki muzakki terhadap harta mustahik zakat yang wajib diberikan.
4
  
Pada penjelasan Imam al-Qurtubi dalam kitabnya al-Jami‟ li Ahkam al-Qur‟an 
“bahwasannya amil zakat adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk 
mengambil dan mengumpulkan zakat seizing dari imam tersebut”.
5
 Bahwa 
manajemen BAZNAS Kota Makassar ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini oleh 
BAZNAS Pusat untuk menjalankan operasionalnya. 
Syaikh Muhammad bin Shalih dalam bukunya Ensiklopedia zakat dan fatwa 
zakat Utsaimin mengatakan “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh 
pengusa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk 
menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikan untuk asnaf yang telah ditentukan 
oleh nash al-Qur‟an.
6
 BAZNAS Kota Makassar sendiri telah menyusun bidang-
bidang yang terdiri dari pegawai BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, infak dan 
sedekah sesuai dengan fatwa tersebut. Oleh karena tanggung jawab BAZNAS Kota 
Makassar untuk menyalurkan zakat untuk kebutuhan fakir miskin baik yang bersifat 
kinsumtif maupun produktif. Bantuan kesehatan sendiri masuk dalam kebutuhan 
konsumtif para mustahik. 
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Kemudian fatwa terbaru MUI terkait bantuan kesehatan untuk masyarakat 
sangat terlihat jelas dalam fatwa terbaru MUI Nomor 23 tahun 2020 tentang 
pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk penanggulangan wabah covid-19 




1. Pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan 
dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut: 
a. Penditribusian dana zakat kepada mustahik secara langsung dengan 
ketentuan bahwa penerima termasuk kedalam salah satu golongan 
(asnaf) zakat yakni fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang berhutang, 
riqab, ibnu sabil dan fii sabilillah 
b. Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, 
makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja dan yang sesuai 
dengan kebutuhan mustahik. 
c. Pemanfaatan dana zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk 
stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah 
2. Pendistribusian untuk kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Penerima manfaat termasuk golongan fii sabilillah 
b. Pemanfaatan dalam bentuk asset kelolaan atau layanan bagi 
kemaslahatan mustahik seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, 
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disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas 
melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. 
3. Zakat maal boleh ditunaikan dan disalurkan  lebih cepat (ta‟jil al-zakah) 
tanpa harus menunggu satu tahun (hawalan al-haul)apabila telah 
mencapai nisab. 
4. Zakat fitrah bolehditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa 
harus menunggu malam Idul fitri. 
5. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak 
dapat dipenuhi melalui dana zakat, dapat diperoleh melalui infaq, sedekah 
dan sumbangan halal lainnya. 
Berdasarkan fatwa tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
pembahasan mengenai zakat dapat dilakukan dengan melihat kemaslahatan serta 
kebutuhan mustahik oleh suatu kondisi yang memungkinkan untuk diambil suatu 
jalan hukum agar kemaslahatan ummat tersebut tercapai. 
Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) juga memberikan penjelasan secara 
umum tentang hak mustahik yang harus dipenuhi berdasarkan kebutuhan dan 




1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul 
2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan asnaf yang tersebut dalam al-
Qur‟an pada surah at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu asnaf tidak ada, 
bagiannya diberikan kepada asnaf yang lain. 
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3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat Islam, maka yang tidak 
dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau 
sedekah 
4. Infaq dan sedekah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk 
kepentingan tersebut diatas wajib ditaati oleh ummat islam menurrut 
kemampuannya.   
Penyaluran dana zakat untuk bantuan kesehatan sebenarnya telah tertuang 
dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) no.23 
tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni kebutuhan dasar mustahik yaitu meliputi 
kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Serta undang-undang Nomor 
23 tahun 2011 juga memberikan kepastian hukum bagi amil untuk mengatur 
mekanisme pengelolaan zakat. 
Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat-pendapat ulama, fatwa serta 
perundang-undangan yang ada serta hasil wawancara yang kami lakukan di BAZNAS 
Kota Makassar terkait perspektif Hukum Islam tentang bantuan kesehatan masyrakat 
Kota Makassar tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana dalam 
memberikan bantuan kesehatan kepada mustahik melalui dana zakat, BAZNAS Kota 
Makassar mengkategorikan bantuan kesehatan tersebut untuk diberikan ke 8 asnaf 
yang berhak menerimanya atau lebih tepatnya bantuan kesehatan itu ditujukan untuk 
kaum fakir miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan, karena bantuan kesehatan 
merupakan bantuan konsumtif serta menjadi hal yang harus diperoleh kaum fakir 
miskin. Sebagaimana program yang telah di tetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar 
tentang sosial kesehatan diantaranya pengobatan massal yang ditujukan untuk 

































Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar terhadap 
pengelolaan dana zakat untuk program bantuan kesehatan atau Makassar 
sehat, BAZNAS Kota Makassar terlebih dahulu membuat Rencana kerja dan 
Anggaran tahunan (RKAT) yang dilakukan di akhir tahun tepatnya bulan 
desember dengan melihat hasil evaluasi kegiatan ditahun sebelumnya serta 
membuat target penyaluran yang disesuaikan dengan program-program yang 
telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Makassar. Kemudian dalam 
pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, 
BAZNAS Kota Makassar membuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di 
beberapa lokasi di Kota Makassar untuk mempermudah muzakki dalam 
berzakat. Kemudian dari hasil pengumpulan dana tersebut BAZNAS 
melakukan pendistribusian berdasarkan program yang telah disusun dengan 
memperhatikan 8 asnaf yang berhak dizakati. Pendistribusian untuk program 
bantuan kesehatan sendiri itu bersumber dari dana zakat dan infak/sedekah 
yang telah dialokasikan untuk beberapa bantuan kesehatan diantaranya 
pengobatan massal untuk masyarakat miskin, sunatan massal untuk anak 
fakir miskin, pengadaan obat-obatan untuk fakir miskin, operasi katarak dan 
bibir sumbing gratis untuk pasien miskin serta bantuan biaya rumah sakit 




evaluasi yang terdiri dari evaluasi perbidang, evaluasi per enam bulan serta 
evaluasi yang dilakukan sekali dalam setahun. Untuk evaluasi per enam 
bulan BAZNAS Kota Makassar membuat laporan kerja selama enam bulan 
ke BAZNAS Pusat dan diikuti noleh laporan akhir yakni laporan yang 
dilakukan sekali dalam setahun yakni rekapitulasi dari laporan per enam 
bulan ke BAZNAS pusat.  
2. Dalam perspektif Hukum islam terkait dana zakat yang didistribusikan untuk 
program bantuan kesehatan masyarakat memang tidak dijelaskan secara rinci 
dan tekstual didalam al-Qur‟an, namun berdasarkan pendapat ulama serta 
fatwa-fatwa MUI terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan agar 8 
asnaf itu memperoleh bantuan dari dana zakat. Oleh karenanya BAZNAS 
Kota Makassar dalam menyalurkan bantuan kesehatan itu lebih tertuju untuk 
bantuan serta pelayanan kesehatan bagi fakir miskin. Oleh karena itu 
bantuan kesehatan masyarakat untuk fakir miskin telah sesuai dengan 
ketentuan syariat Islam. 
B. Saran 
Setelah melihat bagaimana pengelolaan zakat terhadap pengentasan 
kemiskinan, maka peneliti akan mengajukan beberapa  saran, sebagai berikut: 
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar agar kiranya lebih 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat agar tujuan 
dari zakat untuk mensejahterakan ummat dapat tercapai. Serta 
memperhatikan bentuk penyaluran zakat yang berfokus pada bantuan 
kesehatan karena masih banyak fakir miskin yang belum mendapatkan 




2. Meningkatkan pendataan daerah serta lokasi-lokasi dikota makassar agar 
penyaluran bantuan dan pelayanan kesehatan masyarakat kota Makassar 
dapat dilakukan secara merata. Karena pengelolaan yang baik terhadap 
pendistribusian dana zakat dapat tercapai sesuai apa yang menjadi cita-cita 
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A. Gambaran Umum tentang BAZNAS 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya BAZNAS Kota Makassar? 
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kota Makassar? 
3. Apa tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kota Makassar? 
4. Adakah Susunan pengurus BAZNAS Kota Makassar? 
5. Program kerja apa saja yang digagas oleh BAZNAS Kota Makassar? 
B. Perencanaan 
1. Bagaimana strategi Perencanaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS untuk 
Program bantuan Kesehatan masyarakat? 
2. Bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS? 
3. Berapa lama penyusunan RKAT dan tiap kapan dilakukan? 
4. Apa yang menjadi dasar dalam penyusunan RKAT ? 
C. Pengumpulan  
1. Bagaimana strategi Pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS untuk 
Program bantuan Kesehatan masyarakat? 




3. Dari zakat apa saja sumber dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota 
Makassar? 
4. Bagaimana bentuk pengumpulan yang dilakukan BAZNAS terhadap bantuan 
Kesehatan masyarakat? 
D. Pendistribusian  
5. Bagaimana strategi pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota 
Makassar ? 
6. Berapa persen dana zakat yang diperuntukkan untuk bantuan Kesehatan 
masyarakat? 
7. Apa persyaratan bagi mustahik agar memperoleh bantuan dan pelayanan 
Kesehatan? 
8. Berapa kali dalam Satu tahun BAZNAS Kota makassar melakukan 
pendistribusian dana zakat untuk program bantuan kesehatan masyarakat ? 
E. Evaluasi   
9. Bagaimana bentuk evaluasi BAZNAS Kota Makassar ? 
10. Adakah bentuk evaluai yang dilakukan BAZNAS Pusat terhadap BAZNAS 
Kota Makassar? 
11. Apakah ada evaluasi khusus terhadap program bantuan kesehatan 
masyarakat? 
F. Dasar Hukum islam 
12. Apa dasar hukum Islam terkait dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota 
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